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P  U  T  U  S  A  N

No.  658 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H    A G U N G

memer iksa  perkara  Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  da lam 

t i ngka t  kasas i  te l ah  memutuskan   sebaga i  ber i ku t  da lam 

perkara  :

MARIZAL  SIKUMBANG,  SE. ,  ber tempat  t i ngga l  d i  

J ln .  Soekarno  –  Hat ta  Gang Bersama I I  No.  2427  

RT 036  RW 11,  Kel .  Karya  Baru ,  Kec.  Sukarame,  

Palembang ;

Pemohon Kasas i  dahu lu  Tergugat  ;

m e l  a w a n  :

PT.  ASTRA SEDAYA FINANCE,  berkedudukan  di  Ja lan  

TB.  Simatupang  No.  90  Tanjung  Bara t ,  Jakar ta ,  

da lam  ha l  in i  member i  kuasa  kepada  BAHRUL ILMI  

YAKUP,  SH.M.Hum. ,  dan  ADRI  FADLY,  SH. ,  The 

In te rna t i ona l  Advocates  and  Lega l  Consu l t an t s  

pada  PALEMBANG  INTERNATIONAL  LAW  OFFICE,  

berkan to r  J l .  Demang Lebar  Daun  Kompleks  Taman 

Is tana  Blok  A  No.  05  Palembang,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  No.  22/SK- PN/NL- Ex/ IV /2010  tangga l  

09 Apr i l  2010

Termohon Kasas i  dahu lu  Penggugat  ;

Mahkamah Agung te rsebu t  ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  sekarang  Termohon  Kasas i  dahulu  sebaga i  Penggugat  

te l ah  menggugat  sekarang  Pemohon  Kasas i  dahu lu  sebaga i  

Tergugat  d i  muka pers i dangan  Pengadi l an  Hubungan Indus t r i a l  

pada  Pengad i l an  Neger i  Palembang  pada  pokoknya  atas  dal i l -

da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

Penggugat  adalah  sebuah  badan  hukum  pr i va t  yang  

bergerak  di  sek to r  keuangan  yang  menggunakan  tenaga  ker j a  

yang  tunduk  kepada  Pera tu ran  Perusahaan  ser ta  perundang-

undangan  bidang  ketenagaker j aan  yang  ber laku  ;

Hal .  1 dar i  17 hal .  Put .  No.  658 
K/PDT.SUS/2010
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Bahwa Tergugat  ada lah  karyawan  Penggugat  dengan  Nomor  

Pokok  Karyawan (NPK)  01291;  Jabatan  Sales  Off i ce r  Used Car ,  

yang  menuru t  keten tuan  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  

ten tang  Ketenagaker j aan  Pasal  161  ayat  (1 )  dapat  d i  PHK 

(Pemutusan  Hubungan Ker ja )  o leh  Penggugat  apab i l a  melanggar  

keten tuan  Pera tu ran  Perusahaan  ;

Bahwa,  berdasarkan  fak ta  dan  bukt i  yang  ada,  te rnya ta  

Tergugat  te lah  te rbuk t i  :

1. Melanggar  keten tuan  Pera tu ran  Perusahaan  Pasa l  69  s/d  

73,  ya i t u  t i dak  mampu  memenuhi  ta rge t  ker j a  yang  

dibe r i k an  Penggugat  atau  berpres tas i  ker j a  buruk .  Hal  

in i  te rbuk t i  dar i  data  capa ian  ta rge t  penjua lan  

Tergugat  per iode  Apr i l  2008 s/d  Desember  2008 ;

2. Melanggar  Tata  Ter t i b  Perusahaan  atau  t i dak  dis i p l i n ,  

ya i t u  ser i ng  te r l ambat  masuk ker j a ,  te rbuk t i  dar i  data  

presens i  (kehad i r an )  Tergugat  ;

Atas  pelanggaran  Pera tu ran  Perusahaan  a  quo,  Penggugat  

te l ah  melakukan  pembinaan  kepada  Tergugat ,  namun Tergugat  

te tap  sa ja  melakukan  pe langgaran  a  quo.  Oleh  karena  i t u ,  

Penggugat  member ikan  Sura t  Per inga tan  Kesatu  ( I )  pada  08  

Agustus  2008;  Sura t  Per inga tan  Kedua ( I I )  pada 01 September  

2008;  dan  Sura t  Per inga tan  Ket iga  ( I I I )  dan  te rakh i r  pada  

06 Oktober  2008 ;

Bahwa,  pada  16  Januar i  2009  Penggugat  mengenakan  

sanks i  PHK  (Pemutusan  Hubungan  Ker ja )  kepada  Tergugat  

sesua i  keten tuan  Pasa l  73  Pera tu ran  Perusahaan .  Sejak  saat  

i t u ,  Tergugat  t i dak  lag i  masuk  beker j a  pada  Penggugat  dan  

hubungan  ker ja  Penggugat  dengan  Tergugat  berakh i r  karena  

PHK ;

Ex  Sura t  No.  001/ I /BM/2009  tangga l  16  Januar i  2009;  

Penggugat  te l ah  mengundang  Tergugat  untuk  melakukan  

Perund ingan  Bipar t i t  atas  sanks i  PHK   a  quo  yang  

di j adwa lkan  pada  16  Februar i  2009.  Namun  Perund ingan  

Bipar t i t  gaga l ,  anta ra  la i n ,  karena  Terguga t  menolak  

perh i t ungan  pesangon  dan  so lus i  yang  di t awarkan  Penggugat .  

Tergugat  juga  menolak  menandatangan i  Ber i t a  Acara  
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K/PDT.SUS/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perund ingan  Bipar t i t ,  ex  Risa lah  Perund ingan  Bipar t i t  No.  

001/ IV /2009 /BM- PLB/SK.  ;

Oleh  karena  Perund ingan  Bipar t i t  gaga l ,  sesua i  

keten tuan  UU  No.  2  Tahun  2004  ten tang  Penye lesa ian  

Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l ,  maka  Penggugat  te lah  

mengajukan  Permohonan  dan  Mendaf ta r kan  Penye lesa ian  

Tr ipa r t i t  PHK atas  PHK Tergugat  Mar iza l  Sikumbang,  SE.  ke  

Dinas  Tenaga  Ker ja  (D isnaker )  Kota  Palembang  mela lu i  Sura t  

Permohonan  No.  002/ IV /2009 /BM- PLB/SK  tangga l  30  Apr i l  

2009 ;

Bahwa,  pihak  Disnaker  Palembang  se laku  Media to r  

Perund ingan  Tr ipa r t i t  te l ah  mengundang  Penggugat  dan  

Tergugat  untuk  melakukan  perund ingan .  Penggugat  se la l u  

memenuhi  undangan  Perund ingan  Tr ipa r t i t  dar i  Disnaker  Kota  

Palembang.  Sebal i knya ,  Terguga t  t i dak  memenuhi  undangan  

Perund ingan  Tr ipa r t i t  dar i  Disnaker  Kota  Palembang  dengan  

berbaga i  da l i h  atau  alasan .  Secara  fak tua l ,  Tergugat  ada  

datang  menemui  Media to r ,  namun di  lua r  jadwa l  medias i  yang  

di te t apkan  ex  Risa lah  Penye lesa ian  Perse l i s i h an  Hubungan  

Indus t r i a l  yang  dibua t  Media to r  Disnaker  Kota  Palembang  

tangga l  06 Ju l i  2009 ;

Bahwa,  atas  Medias i  Tr ipa r t i t  yang  di l akukan ;  media to r  

Disnaker  Kota  Palembang  te l ah  mengeluarkan  Anju ran  tangga l  

02 Ju l i  2009 No.  567/953 /26 .8 /D i snake r  yang  in t i n ya  :

1. Mengiz inkan  Penggugat  mem-PHK  Tergugat  dengan  

membayar  uang  pesangon  sesua i  keten tuan  Pasal  156  

ayat  (2 ) ,  uang  penghargaan  masa  ker j a  sesua i  

keten tuan  Pasa l  156  ayat  (3 ) ,  dan  uang  penggant i an  

hak  sesua i  keten tuan  Pasal  156 ayat  (4 )  huru f  a dan c  

UU No.  13 Tahun 2003 ten tang  Ketenagaker j aan  ;

2. Jumlah  uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa  ker j a ,  

dan  uang  penggant i an  hak  yang  dih i t ung  Media to r  agar  

dibayar  Penggugat  kepada  Tergugat  sebesar  Rp.  

34.324 .191 , -  ( t i ga  puluh  empat  ju ta  t i ga  ra tus  dua  

puluh  empat  r i bu  sera tus  sembi lan  puluh  satu  

rup iah )  ;
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Bahwa,  pada  09  Ju l i  2009,  Penggugat  te l ah  menyatakan  

s ikap  mener ima  Anjuran  Media to r  Dsinaker  ser ta  s iap  

melaksanakannya  ex Sura t  No.  27/P ILO/VI I /  2009 ;

Namun,  sampai  saat  gugatan  in i  d ida f t a r kan  pihak  

Tergugat  t i dak  menyatakan  s ikap  te rhadap  Anjuran  Media to r ,  

jus t r u  menyampaikan  Somasi  kepada  Media to r  Disnaker  dengan  

berbaga i  da l i h .  Ipso  ju re ,  Tergugat  d ianggap  menolak  

Anju ran  Media to r  Disnaker  da lam  Perund ingan  Tr ipa r t i t ,  

seh ingga  sampai  pada kes impu lan  bahwa Perund ingan  Tr ipa r t i t  

te l ah  gaga l  menyelesa i kan  sengketa  PHK te rhadap  Tergugat  

o leh  Penggugat .  Oleh  karena  i t u ,  sesua i  keten tuan  UU No.  2  

Tahun 2004,  sengketa  PHK in i  dapat  d i l an j u t k an  ke  Perad i l an  

Hubungan  Indus t r i a l  (PHI )  pada  Pengad i l an  Neger i  

Palembang ;

Bahwa,  sebaga i  karyawan  Tergugat  t i dak  memi l i k i  

pres tas i  ( t i dak  mampu  mencapai  ta rge t ) ,  t i dak  dis i p l i n  

(se r i ng  te r l ambat  masuk  ker j a  tanpa  alasan) ,  dan  suka  

membuat  "onar "  yang  menyul i t k an  bag i  karyawan  la i nnya .  

Salah  satu  t i ndakan  onar  yang  di l akukan  Tergugat  ada lah  

membuat  Laporan  Pol i s i  ten tang  perbuatan  t i dak  menyenangkan  

te rhadap  Jackson  Wong,  Kepala  Cabang Palembang Ast ra  Cred i t  

Companies  (ACC)  yang  t i dak  la i n  adalah  atasan  Tergugat .  

Per i s t i wa  yang  di l apo rkan  Tergugat  ada lah  t i ndakan  Jackson  

Wong melaksanakan  tugasnya  melakukan  Perund ingan  Bipar t i t  

da lam upaya  merund ingkan  hak- hak  Tergugat  da lam PHK sesua i  

per i n t ah  pihak  HR-Remunera t i on  & Indus t r i a l  Rela t i on  Head 

ex  Sura t  No.  0139/HRRIR- RSU/I I / -  2009  tangga l  10  Februar i  

2009.  Akiba t  Laporan  Pol i s i  yang  dibua t  Tergugat  

a  quo,  beberapa  karyawan  Penggugat  te rpaksa  dipe r i k sa  

Pol i s i .  Padaha l ,  fak tanya  Laporan  Pol i s i  yang  dibua t  

Tergugat  sama seka l i  t i dak  bera lasan  hukum (cuma  mengada-

ada)  ;

Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  

mohon kepada  Pengadi l an  Hubungan Indus t r i a l  pada Pengad i l an  

Neger i  Palembang te rsebu t  supaya  member ikan  putusan  sebaga i  

ber i ku t  :
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K/PDT.SUS/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  Tergugat  sebaga i  karyawan  berpres tas i  

buruk ,  t i dak  dis i p l i n ,  suka  membuat  onar  yang  

melanggar  keten tuan  Pera tu ran  Perusahaan  Pasa l  69  s/d  

73 ;

3. Menyatakan  sanks i  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  yang  

dibe r i k an  Penggugat  kepada  Tergugat  mela lu i  Sura t  No.  

001/ I /BM/2009  tangga l  16  Januar i  2009  adalah  sah  

menuru t  hukum dan  berkekua tan  hukum,  dengan  membayar  

uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa ker j a ,  dan  uang  

penggant i an  hak  sesua i  h i tungan  Anju ran  Media to r  

Tr ipa r t i t  sebesar  Rp.  34.324 .191 , -  ( t i ga  puluh  empat  

ju ta  t i ga  ra tus  dua  puluh  empat  r i bu  sera tus  sembi lan  

puluh  satu  rup iah )  ;

4. Menetapkan  hubungan  ker j a  Penggugat  dengan  Tergugat  

berakh i r  se jak  16 Januar i  2009 ;

5. Menyatakan  putusan  dalam  perkara  in i  dapat  

d i l aksanakan  oleh  Penggugat  te r l eb i h  dahu lu  meskipun  

ada  upaya  hukum per lawanan  atau  kasas i  yang  dia jukan  

Tergugat  ;

6. Membebankan  biaya  perkara  in i  kepada  Negara  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  

te l ah  menyangka l  da l i l - da l i l  gugatan  te rsebu t  dan  

seba l i k nya  mengajukan  gugatan  bal i k  (Rekonvens i )  yang  pada  

pokoknya  atas  da l i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

Berdasarkan  da l i l - da l i l  jawaban  Tergugat  da lam 

Konvens i  dapat  d iber l a kukan  juga  sebaga i  permohonanan  

gugatan  Rekonvens i  dan  merupakan  bag ian  yang  tak  

te rp i sahkan  dar i  da l i l  da lam Rekonvens i  in i  ;

Bahwa  Penggugat  Rekonvens i  te l ah  beker j a  se jak  15 

Oktober  1991,  d i  PT.  Swadharma  Bhakt i  Sedaya  Finance  dan  

PT.  Ast ra  Sedaya  Finance  Cabang  Palembang,  sebaga imana  

dike tahu i  o leh  Terguga t  Rekonvens i ,  te lah  menunjukkan  

pengabd ian ,  ded ikas i  dan  loya l i t a s  ser ta  pres tas i  yang  

baik ,  sebe lum  dikond i s i k an  dan  di i n t im i das i  mengundurkan  

di r i  sehubungan  masa  ker j a  yang  sudah  lama,  di  mana 
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karyawan  baru  d i  kont rak  leb ih  dar i  3  ( t i ga )  tahun  atau  

leb ih  dar i  2  (dua)  ka l i  masa kont rak  dan  te tap  bers ta t us  

karyawan  kont rak  pendamping  dan  atau  penggant i  karyawan  

te tap  ;

Bahwa  t i ndakan  Terguga t  Rekonvens i  te rkesan  

dipaksakan ,  t i dak  akura t  dan  t i dak  cermat ,  ba ik  send i r i  

atau  bersama- sama  te l ah  melakukan  perbua tan  melanggar  

Pera tu ran  Perusahaan  i t u  send i r i  dan  undang- undang  ser ta  

Pera tu ran  Pemer in tah  ;

Berdasarkan  da l i l  yang  d ikemukakan  di  atas ,  Tergugat  

mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  Terhormat  pada  Perad i l an  

Hubungan  Indus t r i a l  Pengad i l an  Neger i  Palembang  memutuskan  

kete tapan  menja tuhkan  putusan  "Demi  Keadi l an  Berdasarkan  

Ketuhanan  Yang Maha Esa dan Maha Kuasa"  ;

Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  

da lam  Rekonvens i  menuntu t  kepada  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Palembang  supaya  

member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Mener ima  gugatan  Rekonvens i  untuk  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  sanks i  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  yang  

dibe r i k an  Branch  Manager  ACC Palembang kepada  Tergugat  

mela lu i  sura t  No.  001/ I /BM/2009  tangga l  16  Januar i  

2009  adalah  t i dak  sah  menuru t  hukum  dan  t i dak  

berkekua tan  hukum ;

3. Menetapkan  hubungan  ker j a  Penggugat  dengan  Tergugat  

be lum berakh i r  h ingga  k in i  ;

4. Bahwa oleh  karena  Branch  Manager  ACC Palembang  te lah  

melakukan  t i ndakan  yang  ber ten tangan  dengan  hukum,  

maka  Penggugat  ser ta  merta  mengeluarkan  hak- hak  

peker j a  dan  gaj i  upah  yang  be lum  d i t e r ima  Tergugat  

dar i  bu lan  Februar i  2009 hingga  saat  in i  ;

5. Bahwa  oleh  karena  Branch  Manager  ACC  Palembang  

mismanagemen  dalam  penge lo l aan  perusahaan,  Penggugat  

melakukan  penin jauan  kembal i  fungs inya  ;

6. Bahwa  Penggugat  dengan  seksama  dan  seket i ka  segera  

merehab i l i t a s i  nama baik ,  harka t  dan  martaba t  ser ta  
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harga  di r i  dan hak  asas i  Tergugat  ;

7. Bahwa Penggugat  dengan  i t i k ad  ba ik  meres t ruk tu r i s as i  

dan  merefo rmas i  manager ia l  perusahaan  dengan  

memperhat i kan  Pera tu ran  Pemer in tah  dan  undang- undang  

ser ta  hukum yang  ber laku  d i  Negara  Indones ia  te rc i n t a  

in i  ;

8. Bahwa  oleh  karena  Penggugat  te tap  bers i kukuh  pada  

keputusannya ,  maka  Tergugat  berhak  mengajukan  

permohonan  per l i ndungan  dan  bantuan  hukum  guna  

te rcapa inya  Reformas i  dan  Supremasi  Hukum dan  Ekonomi  

di  neger i  Indones ia  te rc i n t a  in i  ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengad i l an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Palembang  te l ah  

mengambi l  putusan ,  ya i t u  putusannya  No.  47/G/2009 /PHI .PLG.  

tangga l  09 Maret  2010 yang  amarnya  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  ;

2. Menyatakan  Tergugat  sebaga i  Karyawan t i dak  dis i p l i n  ;

3. Menyatakan  sanks i  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  yang  

dibe r i k an  Penggugat  kepada  Tergugat  mela lu i  sura t  No.  

001/BM/2009  tangga l  16 Januar i  2009 ada lah  sah  menuru t  

hukum dan  berkekua tan  hukum,  ser ta  Penggugat  d ihukum 

untuk  membayar  uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa 

ker j a  dan  uang  penggant i an  hak  sesua i  dengan  

perh i t ungan  Anju ran  Media to r  Dinas  Tenaga  Ker ja  Kota  

Palembang  yang  se lu ruhnya  sebesar  Rp.  34.324 .191 , -  

( t i ga  puluh  empat  ju ta  t i ga  ra tus  dua puluh  empat  r i bu  

sera tus  sembi l an  puluh  satu  rup iah )  kepada  Terguga t ,  

dengan r inc i an  perh i t ungan  sebaga i  ber i ku t  :

- Uang Pesangon  9 x Rp.  1.940 .316 , - Rp.  

17.462 .844 , -

- Uang  Penghargaan  Masa  Ker ja  6  x  Rp.  

1.940 .316 , - Rp.  

11.641 .896 , -  +

Rp.  

29.104 .740 , -
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- Uang  Penggant i an  Hak  15% x  Rp.  29.104 .740 , -

Rp.  

4.365 .711 , -

- Kompensas i  Cut i  Tahun 2008 se lama 11 bulan

11/25  x Rp.  1.940 ,316 , - Rp.  

853.740 , -

                             J  u  m  l   a  h Rp.  

34.324 .191 , -

( t i ga  puluh  empat  ju ta  t i ga  ra tus  dua  puluh  empat  r i bu  

sera tus  sembi l an  puluh  satu  rup iah )  ;

4. Menetapkan  hubungan  ker j a  Penggugat  dengan  Tergugat  

berakh i r  te rh i t ung  mula i  tangga l  31  Januar i  2009,  dan  

Penggugat  d ihukum  untuk  membayar  upah  Tergugat  d i  

bu lan  Januar i  2009  kepada  Tergugat  sebesar  Rp.  

1.940 .316 , -  (sa tu  ju ta  sembi l an  ra tus  empat  pu luh  r ibu  

t i ga  ra tus  enam belas  rup iah )  ;

5. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se la i n  dan  

se leb ihnya  ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak  gugatan  Penggugat  Rekonvens i  untuk  

se lu ruhnya  ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Membebankan  se lu ruh  biaya  yang  t imbu l  da lam  perkara  

in i  kepada  Negara  (N ih i l )  ;

Menimbang,  bahwa  putusan  te rsebu t  te lah  diucapkan  

dengan  hadi rnya  Tergugat  pada  tangga l  09  Maret  2010  

kemudian  te rhadapnya  oleh  Terguga t  d ia jukan  permohonan  

kasas i  secara  l i s an  pada  tangga l  26 Maret  2010 sebaga imana  

te rnya ta  dar i  Akte  Permohonan  Kasas i  No.  

09/Kas /PHI .G /2010 /PN.PLG.  yang  dibua t  o leh  

Pani te ra /Sek re ta r i s  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  

Pengad i l an  Neger i  Palembang,  permohonan  te rsebu t  d ise r t a i  

dengan  memor i  kasas i  yang  memuat  alasan- alasan  yang  

di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada  Pengadi l an  Neger i  te rsebu t  pada  tangga l  08 Apr i l  2010 

;
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Menimbang,  bahwa sete lah  i t u  o leh  Penggugat  yang  pada  

tangga l  09  Apr i l  2010 te l ah  d ibe r i t a hu  ten tang  memor i  

kasas i  dar i  Tergugat  d ia j ukan  jawaban  memor i  kasas i  yang  

di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada Pengad i l an  Neger i  Palembang pada tangga l  23 Apr i l  2010  

;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia jukan  da lam  tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  karena  

i t u  permohonan kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon  Kasas i / -  Tergugat  da lam  memor i  kasas inya  te rsebu t  

pada pokoknya  ia l ah  :

1. Bahwa  putusan /pe r t imbangan  hukum Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  perkara  No.  47/G/2009 /PHI .PLG.  te l ah  memutus  

perkara  a quo dengan t i dak  mempert imbangkan  ala t  bukt i  

yang  dia j ukan  Pemohon  Kasas i  o leh  karenanya  Pemohon 

Kasas i  sangat  berkebera tan  dengan  amar  putusan  Judex  

Fact i  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  

Neger i  Palembang  yang  menyatakan  Mengabulkan  Gugatan  

Penggugat  dan Menolak  Gugatan  Rekonvens i  yang dia j ukan  

Tergugat /Pemohon  Kasas i  ser ta  t i dak  memper t imbangkan  

ala t  bukt i  yang  dia jukan  Tergugat /Pemohon  Kasas i ,  ha l  

in i  te r l i h a t  je l as  dalam per t imbangan  hukum dan  da lam 

putusan  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada  Pengadi l an  Palembang  tangga l  09  Maret  2010  No.  

47/G/2009 /PHI .PLG. ,  pada  ala t  bukt i  Tergugat /Pemohon  

Kasas i  pada  lampi ran  bukt i  dengan  Nomor  Bukt i  T- 1 

sampai  dengan  lampi ran  bukt i  dengan  Nomor  Bukt i  T- 15,  

d i  mana  je l as  te r l i h a t  bahwa  Maje l i s  Hakim  yang  

memutus  perkara  a  quo  t i dak  cermat  da lam 

memper t imbangkan  set i ap  bukt i  dan  data  yang  dia j ukan  

dalam  pers idangan ,  ha l  in i  ber ten tangan  dengan  Pasa l  

102  ayat  (1 )  huru f  b,  dan  huru f  d  ser ta  ber ten tangan  

dengan  Pasa l  102 ayat  (2 )  Undang- Undang Nomor  2 Tahun  
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2004,  dengan  demik ian  sudah  sepatu tnya  dan  se layaknya  

putusan  te rsebu t  bata l  demi  hukum ;

2. Bahwa Judex  Fact i  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  

Pengad i l an  Neger i  Palembang  t i dak  menerapkan  hukum 

sebaga imana  mest inya  dan sa lah  dalam menafs i r k an  Pasal  

83 ayat  (1 )  Undang- Undang No.  2 Tahun 2004 karena  amar  

putusan  Judex  Fact i  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada  Pengadi l an  Neger i  Palembang  yang  menyatakan  

gugatan  Penggugat / - Termohon  Kasas i  d i t e r ima  dengan  

per t imbangan  hukum te rhadap  Anju ran  Media to r  Disnaker  

da lam  Medias i  Perund ingan  Tr ipa r t i t  mela lu i  sura t  

Nomor  :  567/953 /26 .8 /D i snake r  tangga l  02  Ju l i  2009  

dengan  imp lementas i  lan ju t annya  ada lah  gugatan  

Pengesahan  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  pada  Pengad i l an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Palembang  

di  mana Tergugat /Pemohon Kasas i  da lam Medias i  te rsebu t  

had i r  pada  undangan  per tama  dan  menyatakan  bahwa 

Medias i  te rsebu t  t i dak  akan  Tergugat  lan ju t kan  ( in  

absent i a )  d isebabkan  t i dak  ada  Risa lah  Bipar t i t  yang  

menjad i  dasar  Medias i  Tr ipa r t i t  d imaksud  sebaga i  acuan  

dan dasar  te rhadap  proses  Lembaga Ker ja  Sama Tr ipa r t i t  

yang  dimaksud  ;

3. Bahwa  Termohon  Kasas i  untuk  dan  atas  nama  Lega l  

Stand ing  Perseroan  PT.  Ast ra  Sedaya  Finance  

berkedudukan  d i  Jakar t a  mela lu i  Pember i  Kuasa Pres iden  

Di rek tu r  PT.  Swadharma  Bhakt i  Sedaya  Finance  te l ah  

menandatangan i  Sura t  Kuasa/member i  kuasa  untuk  dan  

atas  nama PT.  Ast ra  Sedaya  Finance  kepada  Pener ima  

Kuasa  da lam  Sura t  Kuasa  No.  21/SK- PN/NL- EX/VI I I / 2 009  

membukt i kan  bahwa  gugatan  Penggugat / - Termohon  Kasas i  

t i dak  memenuhi  fo rma l i t a s  dan  atau  ke lengkapan  dar i  

suatu  sura t  gugatan  sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  

83  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004,  

menyatakan  bahwa  ”Hak im  berkewa j i ban  memer iksa  is i  

gugatan  dan  bi l a  te rdapa t  kekurangan,  Hakim  meminta  

Penggugat  untuk  menyempurnakan  gugatannya" ,  yang  
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menyebabkan  gugatan  Termohon  Kasas i  te rsebu t  cacat  

fo rma l  ;

4. Bahwa  Pemohon  Kasas i  sangat  berkebera tan  te rhadap  

putusan / - per t imbangan  hukum Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Palembang  

yang  mengabulkan  konotas i  gugatan  Pengesahan  Pemutusan  

Hubungan  Ker ja  yang  dia j ukan  Penggugat / - Termohon  

Kasas i  tanpa  membuat  r i nc i an  per t imbangan  hukum 

te rsend i r i  untuk  memutus  perkara  a  quo  secara  ad i l ,  

ar i f  dan  bi j aksana ,  ha l  in i  t i dak  se ja l an  dengan  

Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  48  Tahun  2009  

ten tang  Kekuasaan  Kehak iman  Pasa l  4  ayat  (1 ) ;  

"Pengad i l an  mengadi l i  menuru t  hukum  dengan  t i dak  

membeda- bedakan  orang”  ser ta  Pasal  4  ayat  (2 )  ;  

Pengad i l an  membantu  pencar i  kead i l an  dan  berusaha  

mengatas i  sega la  hambatan  dan  r in t angan  untuk  dapat  

te rcapa inya  perad i l an  yang sederhana ,  cepat ,  dan biaya  

r i ngan"  ;

5. Bahwa Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  21  Tahun  

2000 ten tang  Ser i ka t  Peker ja /Se r i k a t  Buruh  dan Undang-

Undang Republ i k  Indones ia  Nomor  13 Tahun  2003  ten tang  

Ketenagaker j aan  secara  komprehens i f  t i dak  menjad i  

per t imbangan  dalam  memutuskan  dal i l - da l i l  ten tang  

hukumnya dalam has i l  permusyawara tan  Maje l i s  Hakim ;

6. Bahwa  dalam  gugatan  Rekonvens i  yang  dia j ukan  

Tergugat /Pemohon  Kasas i ,  Maje l i s  Hakim  te l ah  menolak  

gugatan  Penggugat  Rekonvens i /Pemohon  Kasas i  untuk  

se lu ruhnya  merupakan  keputusan  yang  t i dak  independen  

dan t i dak  ber in t eg ras i  supremasi  hukum ;

7. Bahwa  proses  Perund ingan  Bipar t i t  tanpa  mel iba t kan  

Lembaga  Ker ja  Sama  Bipar t i t  ser ta  tanpa  Risa lah ,  

Medias i  Disnaker  tanpa  mel iba t kan  Lembaga  Ker ja  Sama 

Tr ipa r t i t  dan  sep ihak  ser ta  Penye lesa ian  Perse l i s i h an  

Hubungan Indus t r i a l  yang  te rkesan  d ipaksakan  dan t i dak  

imp lementa t i f  da lam  konteks tua l  menegakkan  supremasi  

hukum  yang  berd imens i kan  dan  berspek t i f  Hak  Asas i  
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Manusia  ;

8. Bahwa Termohon Kasas i  ada lah  sebuah  badan hukum pr i va t  

berupa  Perseroan  Terba tas ,  yang  bergerak  disek to r  

keuangan/ l embaga  keuangan  non  Bank  yang  menyediakan  

jasa  pembiayaan / l eas i ng  kendaraan  bermoto r  roda  empat  

dan  atau  leb ih  ser ta  a la t  bera t ,  seharusnya  tunduk  

pada  UU No.  1  Tahun  1995  dan  UU No.  40  Tahun  2007,  

ser ta  beroperas i ona l  atas  iz i n  dar i  Menter i  Keuangan  

(MENKEU),  Menter i  Perdagangan  (MENPERINDAG),  Menter i  

Kehak iman  (MENKUMHAM),  ser ta  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  

86  Tahun  2000  yang  se ja l an  dengan  UU No.  42  Tahun  

1999,  UU No.  5 Tahun 1999,  UU No.  8 Tahun  1999,  Hukum 

Per jan j i a n ,  UU Perpa jakan  dan Pera tu ran  Pemer in tah  No.  

24 Tahun 2000,  sepatu tnya  pula  tunduk  kepada  UU No.  13  

Tahun 2003,  UU No.  21 Tahun 2000,  UU No.  2 Tahun 2004,  

Jamsostek  dan Pera tu ran  Pemer in tah  Indones ia  ;

9. Bahwa  Termohon  Kasas i  ada lah  Perseroan  PT.  Ast ra  

Sedaya  Finance  ada lah  bag ian  dar i  Ast ra  Cred i t  

Companies  (ACC)  yang  te rd i r i  dar i  PT.  Ast ra  Sedaya  

Finance ,  PT.  Swadharma  Bhakt i  Sedaya  Finance ,  PT.  

Pratama  Sedaya  Finance ,  PT.  Staco  Est i ka  Sedaya  

Finance ,  PT.  Ast ra  Auto  Finance ,  PT.  Sedaya  Pra tama,  

PT.  Stacomi t r a  Graha,  yang  berkan to r  pusat  d i  Jakar t a  

Indones ia ,  secara  Yur id i s  Formal  ten tu  harus  sesua i  

dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  ser ta  tunduk  te rhadap  

perundang- undangan  d i  Negara  Republ i k  Indones ia  

te rc i n t a  in i  ;

10. Bahwa Pemohon Kasas i  adalah  karyawan  te tap  pada  Ast ra  

Cred i t  Companies  cabang  Palembang  pada  PT.  Ast ra  

Sedaya Finance  dan PT.  Swadharma Bhakt i  Sedaya Finance  

se jak  tangga l  15 Oktober  tahun  1991  te l ah  menunjukkan  

pengabd ian ,  ded ikas i  dan  loya l i t a s ,  se lan ju t nya  

di i n t im i das i  untuk  mengundurkan  d i r i  atas  dasar  

dikond i s i k an  t i dak  mencapa i  ta rge t  yang  di ten tukan  

sep ihak  tanpa  mempert imbangkan  s i t uas i  dan  kond is i  

perekonomian  Indones ia  secara  Mikro  maupun  Makro  dan  
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atas  dasar  suka  t i dak  suka  di  mana karyawan  kont rak  

yang  dikon t r ak  leb ih  dar i  2  (dua)  ka l i  dan  beker j a  

leb ih  dar i  3  ( t i ga )  tahun  namun  masih  bers ta t us  

kont rak  menjad i  tandem peker j a / ka r yawan  te tap  dengan  

tu j uan  mempeker jakan  karyawan  kont rak  sebaga i  fo rmas i  

karyawan  perusahaan  sebaga imana  yang  sudah  te rea l i a s i  

dengan  seksama  tanpa  pengawasan  ins tans i  te r ka i t  

sebaga imana  diamanahkan  Undang- Undang  Republ i k  

Indones ia  te rc i n t a  ;

Menimbang,  bahwa  te r l epas  dar i  a lasan- alasan  Pemohon 

Kasas i  te rsebu t  Mahkamah  Agung  berpendapa t  bahwa  putusan  

Judex  Fact i  te lah  sa lah  menerapkan  dalam memutus  perkara  a 

quo  sebaga imana  pada  putusan  Judex  Fact i  DALAM KONVENSI  

pada  angka  ”3 ”  dan  angka  ”4”  dengan  per t imbangan  sebaga i  

ber i ku t  :

a. Bahwa putusan  Judex  Fact i  yang  menyatakan  

sanks i  PHK yang  dibe r i k an  Penggugat  tangga l  

16  Januar i  2009  ada lah  sah  menuru t  hukum 

dan  berkekua tan  hukum  t i dak  dapat  

d ibenarkan ,  karena  t i ndakan  PHK  a  quo 

ber ten tangan  dengan  keten tuan  Pasa l  151  

ayat  (3 )  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003,  

dan se lan ju t nya  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  

155  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  13  Tahun  

2003  t i ndakan  sanks i  PHK oleh  Penggugat  

tangga l  16 Januar i  2009  a quo  ada lah  bata l  

demi  hukum ;

b. Bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  161  

Undang- Undang No.  13 Tahun 2003 te lah  cukup  

alasan  bag i  Penggugat  untuk  melakukan  PHK,  

maka  dengan  memperhat i kan  keten tuan  Pasa l  

151  ayat  (3 )  Undang- Undang  No.  13  Tahun  

2003  dan  keten tuan  Pasa l  1603  "h"  

KUHPerdata ,  hubungan  ker j a  anta ra  Penggugat  

dan  Tergugat  d inya takan  putus  te rh i t u ng  

se jak  akh i r  bu lan  putusan  Judex  Fact i  
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diucapkan  yakn i  te rh i t u ng  se jak  31  Maret  

2010 ;

c. Bahwa  besarnya  perh i t ungan  hak  Tergugat  

atas  Uang  Pesangon,  Uang  Penghargaan  Masa 

ker j a ,  dan  Uang  Penggant i an  Hak  Atas  

Penggant i an  Perumahan  Ser ta  Pengobatan  Dan 

Perawatan  Ser ta  Kompensas i  Cut i  Tahunan  

yang  didasarkan  kepada  perh i t ungan  Anjuran  

Media to r  Dinas  Tenaga  ker j a  Kota  Palembang  

t i dak  dapat  d ibenarkan ,  karena  dasar  

penetapan  waktu  berakh i r nya  hubungan  ker j a  

da lam  perh i t ungan  te rsebu t  bukan  

berdasarkan  berakh i r nya  hubungan  ker j a  yang  

berdasarkan  putusan  Judex  Fact i  semest inya  

te rh i t ung  se jak  tangga l  31  Maret  2010  

seh ingga  lamanya  masa  ker j a  Tergugat  

te rh i t ung  se jak  15  Oktober  1991  sampai  

dengan 31 Maret  2010 adalah  se lama 18 tahun  

leb ih ,  dengan  perh i t ungan  yang  semest inya  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

- Uang Pesangon  :

9 x  Rp.  1.940 .316 , -  = Rp.  17.462 .844 , -

- Uang Penghargaan  Masa Ker ja  :

7 x  Rp.  1.940 .316 , - = Rp.  13.582 .212 , -

- Uang Penggant i an  Hak Atas  Penggant i an

Perumahan ser ta  Pengobatan  dan Perawatan  :

15% x (Rp.  17.462 .844 , -  + Rp.  13.582 .212 , - ) =  Rp.  

4.656 .758 , -

- Kompensas i  Cut i  Tahunan 2008 se lama 12 

har i  :

12/23  x Rp.  1.940 .316 , - = Rp.    1.012 .338 , -

                        J u m l  a h =  Rp.  

36.714 .152 , -

( t i ga  pu luh  enam ju ta  tu j uh  ra tus  empat  be las  r i bu  

sera tus  l ima  pu luh  dua rup iah )  ;

d. Bahwa penetapan  besarnya  upah (p roses )  yang  
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oleh  Judex  Fact i  d i t e t apkan  sebesar  1 bu lan  

(upah  untuk  bulan  Januar i  2009) ,  dengan  

hubungan  ker ja  dinya takan  putus  te rh i t u ng  

se jak  31  Maret  2010  maka  besarnya  upah  

(p roses )  a  quo  dengan  memperhat i kan  rasa  

kead i l an  sebaga imana  d imaksud  keten tuan  

Pasal  100  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2004  

di te t apkan  sebesar  6  bu lan  dengan  

perh i t ungan  3  x  Rp.  1.940 .316 , -  =  Rp.  

5.820 .948 , -  ( l ima  ju ta  de lapan  ra tus  dua  

puluh  r ibu  sembi lan  ra tus  empat  pu luh  

delapan  rup iah )  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  d i  atas ,  

menuru t  pendapat  Mahkamah Agung te rdapa t  cukup  alasan  untuk  

mengabulkan  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon Kasas i  :  MARIZAL 

SIKUMBANG, SE.  te rsebu t  dan  membata lkan  putusan  Pengad i l an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Palembang  No.  

47/G/2009 /PHI .PLG.  tangga l  09  Maret  2010 ser ta  Mahkamah 

Agung  mengadi l i   send i r i   perka ra   in i  dengan  amar  putusan  

sebaga imana  yang  akan disebu tkan  d i  bawah in i  ;

Menimbang,  bahwa  karena  ni l a i  gugatan  dalam  perkara  

in i  d i  bawah    Rp.  150.000 .000 , -  (se ra tus  l ima  puluh  ju t a  

rup iah ) ,  maka  p ihak - pihak  yang  berperka ra  t i dak  dikenakan  

biaya  perkara  dan  berdasarkan  Pasa l  58  Undang- Undang  No.  2 

Tahun  2004  biaya  perkara  da lam  dalam  t i ngka t  kasas i  in i  

d ibebankan  kepada  Negara  ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.  2 

Tahun  2004,  Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009,  Undang- Undang 

No.  14  Tahun  1985  sebaga imana  yang  te lah  d iubah  dan  

di tambah  dengan  Undang- Undang  No.  5  Tahun  2004  dan  

perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang No.  3 Tahun 2009 ser ta  

pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;

M  E  N  G  A  D  I   L  I  

Mengabulkan  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon  Kasas i  :  

MARIZAL SIKUMBANG, SE.  te rsebu t  ;

Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  
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pada  Pengad i l an  Neger i  Palembang  No.  47/G/2009 /PHI .PLG.  

tangga l  09 Maret  2010 ;

M E N G A D I  L I     S E N D I  R I   

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  ;

2. Menyatakan  Tergugat  sebaga i  karyawan t i dak  dis i p l i n  ;

3. Menghukum Penggugat  membayar  hak  Tergugat  atas  Uang 

Pesangon,  Uang  Penghargaan  Masa  Ker ja ,  Uang 

Penggant i an  Hak  Atas  Penggant i an  Perumahan  Ser ta  

Pengobatan  Dan Perawatan  Ser ta  Kompensas i  Cut i  Tahun  

2008  yang  se lu ruhnya  ber j umlah  Rp.  36.714 .152 , -  ( t i ga  

puluh  enam ju ta  tu j uh  ra tus  empat  be las  r i bu  sera tus  

l ima  puluh  dua rup iah )  ;

4. Menyatakan  hubungan  ker j a  anta ra  Penggugat  dan  

Tergugat  putus  te rh i t ung  se jak  tangga l  31  Maret  2010,  

dengan  menghukum Penggugat  membayar  hak  Tergugat  atas  

upah  proses  sebesar  3  x  Rp.  1.940 .316 , -  =  Rp.  

5.820 .948 , -  ( l ima  ju ta  de lapan  ra tus  dua  puluh  r ibu  

sembi lan  ra tus  empat  puluh  delapan  rup iah )  ;

5. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se la i n  dan  

se leb ihnya  ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak  gugatan  Penggugat  Rekonvens i  untuk  

se lu ruhnya  ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan  biaya  perkara  dalam  t i ngka t  kasas i  in i  

kepada  Negara  ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung pada  har i  Rabu tangga l  05 Januar i  2011 oleh  

Dr.  H.  Imam Soebech i ,  SH.MH.  Hakim  Agung  yang  d i t e t apkan  

oleh  Ketua  Mahkamah Agung  sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  Bernard ,  

SH.MM.  dan  Arsyad ,  SH.MH.  Hakim- Hakim  Ad  Hoc  PHI  pada  

Mahkamah Agung masing- masing  sebaga i  Anggota ,  dan d iucapkan  

dalam s idang   te rbuka   untuk   umum  pada   har i   i t u   juga  

oleh   Ketua   Maje l i s   beser ta  
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Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  dan  diban tu  oleh  

Rahayun ings ih ,  SH.MH.  Pani te r a  Penggant i  dengan  t i dak  

dihad i r i  o leh  para  pihak  ;

Hakim- Hakim Anggota   ;            Ketua  
Maje l i s   ;

t t d . /         t t d . /
BERNARD, SH.MM.                                      DR.  H.  
IMAM SOEBECHI,  SH.MH.

t t d . /
ARSYAD, SH.MH.

Pani te ra  Penggant i   ;
t t d . /

                              RAHAYUNINGSIH,  SH.MH.

Untuk  sa l i nan  :
MAHKAMAH AGUNG  RI

 a.n .  Pani te ra
Pani te ra  Muda Perdata  Khusus ,

 RAHMI MULYATI ,  SH.MH.
NIP.  040049629

Hal .  17 dar i  17 hal .  Put .  No.  658 
K/PDT.SUS/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17


